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BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum Organisasi

Penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam sebuah organisasi

pemerintahan adalah merupakan elemen penting dan prinsip utama untuk

mendukung lahirnya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance). Dalam konteks itu, Pengadilan Agama Watampone sebagai

ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima, memeriksa dan

menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan

(justiciabelen), telah memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan atas

“cetak biru” (blue print) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI untuk

program pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi sebagai upaya

pencegahan atas penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul.

Lahirnya cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI melalui sebuah

kerja keras dan pengkajian secara komprehensip menunjukkan adanya

keinginan yang kuat untuk melakukan reformasi birokrasi di bidang

pelayanan hukum dan peradilan. Langkah-langkah pembaharuan ini

dilakukan sebagai upaya untuk menjawab espektasi publik mengenai

penegakan hukum dan keadilan sekaligus untuk mengembalikan citra dan

wibawa lembaga peradilan, khususnya pasca bergulirnya era reformasi.

Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga penyelenggara kekuasaan

kehakiman (judicial power), khususnya bagi orang-orang yang beragama

Islam dan dalam perkara tertentu sangat mengapresiasi dan menyambut baik

langkah-langkah konstruktif yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI

tersebut dengan harapan terjadinya perubahan mendasar, baik secara

struktural maupun kultural di lingkungan peradilan, termasuk di dalamnya

peradilan agama.



LKjIP PA Watampone Tahun 2016 2

Salah satu perubahan mendasar yang terjadi secara signifikan di

lingkungan peradilan agama adalah adanya penambahan kewenangan-

kewenangan baru yang tadinya hanya terbatas pada hukum keluarga (ahwal al

syakhshiyah) saja, kemudian diperluas sampai kepada persoalan-persoalan

mu’amalah, misalnya menangani perkara ekonomi syari’ah. Penambahan

kewenangan baru ini menjadi tantangan tersendiri bagi warga peradilan

agama secara prosfektif, tidak hanya dalam konteks tuntutan untuk mampu

menunjukkan kepada seluruh stake holder publik bahwa kita mampu

menangani perkara-perkara ekonomi syari’ah, hak milik antar umat Islam

maupun perkara-perkara lainnya, tetapi warga peradilan agama juga

diperhadapkan pada sebuah harapan publik (public expectation) negara

Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim ini akan sejauh mana

eksistensi peradilan agama mampu menyajikan layanan berkeadilan sesuai

dengan syari’ah Islam.

Perluasan kompetensi absolut (absolute competency) yang dimiliki

Pengadilan Agama, keberadaan Mahkamah Syari’ah di Aceh dan hal-hal lain

yang melekat pada Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari’ah seperti yang

diatur Undang-Undang, mengharuskan pentingnya peningkatan Sumber Daya

Manusia (SDM) warga peradilan, baik aspek kuantitas maupun kualitasnya

untuk dilakukan secara terus menerus, terutama para hakim sebagai ujung

tombak pemberian keadilan bagi para pihak pencari keadilan (justiabellen).

Sebagai kelanjutan dari program Reformasi Birokrasi Mahkamah

Agung RI dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta seluruh

lembaga Peradilan yang ada di bawahnya menjadi lembaga yang terhormat

dan dihormati oleh publik, Pengadilan Agama Watampone menyusun rencana

strategis tahap II untuk tahun 2015 – 2019.

Selain itu, untuk merespons amanah Undang-Undang Nomor: 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor: 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Ketua Mahkamah Agung RI

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang merupakan penyempurnaan dari
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Surat Keputusan Nomor: 144 tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di

Pengadilan. Lahirnya surat keputusan ini menandakan bahwa Mahkamah

Agung dan seluruh jajaran Lembaga Peradilan yang di bawahnya termasuk di

dalamnya Pengadilan Agama Watampone, memberikan atensi dan apresiasi

yang sangat besar terhadap persoalan transparansi dan keterbukaan informasi

di Pengadilan. Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan di bawahnya

berkeyakinan bahwa transparansi dan akuntabilitas menempati posisi penting

dan strategis dalam upaya membangun citra lembaga peradilan menuju

peradilan yang agung. Akuntabilitas merupakan tanggung jawab dari Badan

Peradilan kepada seluruh stake holder, baik internal maupun eksternal.

Sementara transparansi dititik beratkan pada dapat diketahuinya perumusan

kebijakan dan hasil pelaksanaan kebijakan tersebut oleh banyak pihak,

terutama para pihak yang berkepentingan. Sedangkan keterbukaan adalah

pemberian informasi secara terbuka melalui pemanfaatan teknologi informasi

dan media-media lainnya kepada seluruh stake holder publik, sehingga

mereka dapat mengakses secara terbuka dan bebas mengenai informasi yang

terkait dengan peradilan. Dengan keterbukaan informasi ini melalui

pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan dapat memberikan dampak

positif terhadap pencitraan Lembaga Peradilan, khususnya pada Pengadilan

Agama Watampone.

Berdasarkan KMA 1-144 tersebut, informasi pengadilan yang menjadi

hak untuk diakses oleh publik adalah : gambaran umum pengadilan berupa:

yurisdiksi, nama dan jabatan pejabat serta seterusnya, tahapan proses beracara

di pengadilan, hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan, seluruh biaya

yang berhubungan dengan proses perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan

lain sesuai dengan tugas dan kewenangan pengadilan, agenda/jadwal sidang

pengadilan, agenda sidang pembacaan putusan (Putusan Banding dan Kasasi)

mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan

pegawai.

Sepanjang implementasi rencana strategis tahap II tahun 2015-2019,

Pengadilan Agama Watampone telah melakukan berbagai upaya perbaikan,
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baik pada tataran birokrasi penerimaan perkara, pengolahan / penanganan

administrasi keperkaraan, dan pengolahan / penanganan administrasi umum,

yang salah satunya melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Pencarian

Perkara) yang dipelopori oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Mahkamah Agung RI dengan menggunakan perangkat teknologi informasi.

Hal tersebut merupakan wujud Reformasi Birokrasi menuju electronic-

governance yang lebih dikenal dengan e-governance.

Pemanfaatan perangkat teknologi informasi menjadi penting, bukan

hanya dalam konteks transparansi dan akuntabilitas, akan tetapi yang tidak

kalah pentingnya adalah dalam mengakselarasi penyelesaian tugas-tugas dan

fungsi Pengadilan Agama Watampone itu sendiri. Dimana volume pekerjaan

cenderung semakin hari semakin mengalami peningkatan yang cukup

signifikan, khususnya dalam penerimaan perkara. Hal ini membawa

konsekuensi terhadap urgensinya dilakukan Reformasi Birokrasi pada sektor

keperkaraan, pengawasan internal bagi para pejabat, Hakim dan pegawai

Pengadilan Agama Watampone. Pengembangan Sumber Daya Manusia

melalui jalur pendidikan formal maupun non formal, melalui pelatihan-

pelatihan, begitu pula pembinaan karir serta penggunaan anggaran tepat

sasaran yang kemudian dituangkan dalam rencana strategis (RENSTRA)

Pengadilan Agama Watampone tahap II tahun 2015 – 2019.

B. Strategi Organisasi

Untuk mengakselarasi terwujudnya lembaga yang memberikan jaminan

kepastian bagi penyelenggaraan peradilan dan pelayanan, sangat dipengaruhi

oleh kualitas kinerja aparat peradilan itu sendiri. Dalam konteks itu, maka

upaya peningkatan kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan mutlak

dilakukan secara terus menerus. Semakin tinggi kualitas kinerja dan integritas

aparat peradilan, semakin tinggi pula jaminan kepastian bagi penyelenggaraan

peradilan dan pelayanan publik terhadap lembaga peradilan. Kebijakan dan

strategi yang dilakukan Pengadilan Agama Watampone dalam peningkatan

kualitas kinerja adalah melalui perbaikan sistem manajemen perkara dan
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peningkatan kualitas sumber daya aparatur peradilan yang antara lain

outputnya adalah percepatan penyelesaian perkara secara transparan dan

akuntabel. Kualitas kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat

penyelesaian perkara. Dari sisi inilah, espektasi publik, khususnya bagi para

pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Hal-hal yang perlu

menjadi fokus perhatian untuk mendukung kebijakan dan strategi

peningkatan kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan, antara lain:

1. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam sistem manajemen

perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari

keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Hal-hal yang perlu

diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja

adalah :

a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan

mutasi sesuai dengan kompetensi pengawasan eksternal dan internal.

b. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

c. Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang

memadai.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Salah satu tolak ukur untuk menilai tinggi rendahnya tingkat kepuasan

publik, khususnya bagi para pencari keadilan terhadap pelayanan peradilan

adalah pelayanan yang berkualitas. Dalam upaya untuk meningkatkan

kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-

hal sebagai berikut:

a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan dengan mengatur

secara jelas hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun

penerima layanan.

b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.

c. Meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi informasi untuk

pelayanan publik.
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C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Tuntutan percepatan penyelesaian perkara sebagaimana kehendak

tujuan hukum dan asas hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan menuntut

adanya efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Perkembangan teknologi modern

umumnya meningkatkan kecepatan dan efisiensi penyelesaian suatu

pekerjaan. Dengan menggunakan teknologi tinggi, biaya pekerjaan dapat

lebih murah dengan waktu yang lebih cepat. Namun rasio antara ketersediaan

sarana teknologi modern tersebut dengan jumlah pengguna masih jauh dari

cukup. Untuk itu, peningkatan teknologi yang tepat guna harus dilakukan

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas semua pekerjaan yang

dilakukan.

Selain itu, terdapat pula pandangan atau image sebagian masyarakat

yang belum sepenuhnya memahami kedudukan Pengadilan Agama sebagai

institusi peradilan yang sejajar dengan institusi peradilan lainnya. Sehingga

masih ada yang menggunakan hak opsi dalam perkara kewarisan, begitu pula

jangkauan kewenangan mengadili dalam hal terjadinya sengketa hak milik

dan keperdataan lainnya, termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk

pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Masalah utama yang lain adalah masih lemahnya kesadaran hukum

masyarakat kita. Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat

merupakan hambatan serius dalam pencapaian visi dan misi. Oleh karena itu,

untuk mengurangi hambatan tersebut diperlukan adanya upaya-upaya praktis

untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Ada empat unsur yang dapat mendukung peningkatan kesadaran dan

ketaatan hukum masyarakat yakni (1) pengetahuan tentang hukum, (2)

pengetahuan tentang isi hukum, (3) sikap hukum, (4) pola perilaku hukum.

Pengetahuan mengenai hukum atau ketentuan merupakan awal dari

kesadaran dan ketaatan terhadap hukum. Meskipun hukum yang hidup dalam

masyarakat adalah hukum agama Islam dan merupakan salah satu bentuk

peluang untuk menyelenggarakan tugas pokok, tetapi sebagian masyarakat
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masih memisahkan antara hukum Islam dengan hukum nasional, antara lain

dalam bidang perkawinan.

Dalam beberapa kasus terjadi perkawinan, poligami dan perceraian

yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ditentukan dalam Undang-

Undang.

Dalam hubungan kelembagaan, baik eksekutif maupun yudikatif belum

secara nyata memandang sederajat antara Pengadilan Agama dengan

Peradilan Umum. Hal tersebut juga memberi pengaruh terhadap pemahaman

masyarakat sehingga memberi dampak pada produk Pengadilan Agama.

Sebagai deskripsi, terhadap putusan Pengadilan Agama yang dimohonkan

eksekusi, khusus eksekusi dalam bentuk sita eksekusi, dalam hal pelelangan

objek sengketa tidak ada yang berani mengajukan penawaran sehingga

eksekusi menjadi tertunda-tunda.


